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ABSTRAK

Problematika penerapan pasal dalam Putusan Nomor 54/
Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jo. Nomor 11/Tipikor/2013/
PT.BDG, jo. Nomor 1283 K/Pid.Sus/2013 menyebabkan
timbulnya rasa ketidakadilan. Dalam ketiga putusan
tersebut terdapat persoalan yang menarik untuk dikaj,
terutama majelis kasasi yang mengubah pasal, dari Pasal
3 jo. Pasal 18 menjadi Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang berimplikasi terhadap
lamanya pemidanaan dan pengembalian kerugian negara.
Analisis ini mengkaji tentang penerapan Pasal 2 dan 18
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Analisis ini mengulas tentang mengapa hakim
tingkat kasasi menjatuhkan putusan menggunakan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan apakah
penerapan Pasal 18 sudah tepat. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding,
dan tingkat kasasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa
dalam pertimbangannya, judex juris pada perkara tingkat
kasasi telah keliru dalam mernbuktikan unsur melawan
hukum sebagaimana tertera pada Pasal 2 ayat (1), sebab

pencantuman unsur melawan hukum pada pasal tersebut
mengharuskan pembuktian unsur melawan hukum
formil dan melawan hukum materiil. Judex juris dalam
perkara tingkat kasasi juga telah keliru dalam penerapan
Pasal 18 terutama mengenai besaran uang pengganti
dari kerugian negara.
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ABSTRACT

The problematic in the application of articles in the
Decision Number 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jo.
Num‘)er 11/ Tipikor/2013/PT.BDG, jo. Number 1283 K/
Pid Sus/2013 has made an opening sense of injustice.
There are issues interesting to discuss the three
decisions, especially those related to the panel of judges
in the Court of Final Appeal who made changes to the
articles, ie, from Article 3 jo. Article 18 1o Article 2 jo.
Article 18 of Law Number 31 of 1999 on Corruption
Eradication, which has implication in the period of
criminal prosecution and indemnification of state. This
analysis considers the application of Article ? and
Article 18 of Law Number 31 of 1999 on Corruption
Eradication, as amended by Law Number 20 of 2001
on Corruption Eradication. The problems are why the
Judge of final appeal court in making a decision to apply
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